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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun 2021-2026 merupakan salah satu dari dua dokumen
perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan
bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah. Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan penunjang,
bidang wurusan perencanaan, dan bidang wurusan penelitian dan
pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD
Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1)
disebutkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
serta tujuan setiap organisasi Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sumenep.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra PD tersebut
dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan
pembangunan di daerah, khususnya di Perangkat Daerah, sebagaimana
dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diawali dengan
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pembentukan tim penyusun, pengumpulan data/informasi, penyusunan
rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data/informasi, analisis
gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi - misi -
tujuan sasaran, merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
selama 5 (lima) tahun, melaksanakan diskusi fokus antar bidang
pembangunan, forum SKPD, penyusunan rancangan akhir, verifikasi,
pengesahan Kepala Daerah serta penetapan oleh Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional, Renstra tahun 2021-2026 Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumenep mengacu kepada RPJMD Kabupaten
Sumenep dan memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS serta Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep tersebut
selanjutnya akan dijabarkan dalam perencanaan tahunan dalam bentuk
Rencana Kerja/Kinerja (Renja) agar kegiatan pembangunan yang
direncanakan dapat dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan
kewenangannya. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat
dilihat pada Gambar berikut :
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Gambar : 1
Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Tata Cara
Penyusunan RENSTRA PD

é HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

yeuewWe g

yRupsWwa g

Rancangan
RPIMD

< EBE3A
: Akhir RPJMD

Perda RPIMD

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun
berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Bab! halaman-3




(RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sumenep tahun 2021-2026. Subtansi kebijakan, program dan
Indikator Kinerja pemerintah daerah yang ada dalam RPJMD Tahun 2021-
2026, merupakan dasar dan pedoman dalam perencanaan dan pencapaian
target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang ada pada
Renstra tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam
mendukung pembangunan Kabupaten Sumenep sebagai pelaksana fungsi
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, demi terwujudnya visi
Kabupaten Sumenep yaitu “Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumenep disusun secara simultan merupakan
dokumen perencanaan untuk periode S (lima) tahun dan dokumen
perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan, program dan Kkegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi yang merupakan penjabaran Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk
jangka waktu lima tahunan.

Tantangan dan gagasan baru menjadi perhatian dalam perumusan
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sumenep dikarenakan adanya Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,
Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dan
Peraturan Bupati Sumenep Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
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10.

L,

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7251);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repulbik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

oV
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Tahun 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Tahun 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6042);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2118 Nomor 927);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6178);

7
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik — Bangkalan — Mojokerto —
Surabaya — Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger, Semeru,
serta Kawasan Selingkar Wills dan Lintas Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

A/
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar PElayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indoesian Tahun 2019
Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah;

»
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36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2009 Nomor 1 Seri E);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur 2012 Nomor 3 Seri D);

38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa
Timur 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Nomor S Seri D);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 Tentang
Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2011 Nomor 9);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun
2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013
Nomor 10);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 1).

42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten
Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);

43. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud Dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjamin

o)
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keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di BAPPEDA pada

setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 adalah:

a. Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep;

b. Sebagai alat untuk merumuskan mekanisme pengukuran dan
menyusun rencana kerja serta evaluasi kinerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah;

c. Menjadi acuan dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian
kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep
Tahun 2022-2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tersebut di atas dibagi per bab sebagai berikut :
Bab1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
Babll GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat
Daerah
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Perangkat Daerah
Bab Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

v
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3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat
Daerah
BabV  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BabVl RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN
6.1. Program Dan Kegiatan
Bab VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab VIII PENUTUP

7
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten Sumenep, mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang wurusan pemerintahan dalam

penyelenggaraan kewenangan bidang perencanaan dan penelitian dan

pengembangan, dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep

sebagai berikut:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis di bidang perencanaan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah di bidang perencanaan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Berdasarkan perhitungan nilai variabel baik umum maupun teknis,
Bappeda Kabupaten Sumenep masuk dalam tipologi perangkat daerah A.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya
pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep,
Bappeda berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga
perencanaan yang andal dengan menjadikan organisasi pembelajaran
(learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan good
governance dan clean government.

Adapun susunan organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah
sebagai berikut:

A
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Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 72 Tahun 2023
Tanggal : 20 Desember 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BADAN {
. |
KELOMPOK JABATAN | SEKRETARIAT
FUNGSIONAL | I 1
I T % ; | | 1
. . SUB BAGIAN SUB BAGIAX KELOMPOK JABATAN
| PROGRAM DAX KEUANGAN FUNGSIONAL
PERENCANAAN T T ;
| —t t
|
|
[ I ' |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PERENCANAAS, PEMERINTAHAN DAN PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR
PENGENDALIAN DAN EVALUAS! PEMBANGUNAN MANUSIA SUMBER DAYA ALAM DAN KEWILAYAHAN
PEMBANGUNAN DAERAH
i s | 1
| KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
KRLOMPOR JARATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
T T ——+— —3 ——+—1
__'ll ;. ¥ _} s 1 ' 8 ' 4 1 1 1 I

Adapun tugas pokok dan fungsi unit kerja Bappeda Kabupaten
Sumenep sebagai berikut:
A. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kearsipan,

perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Sekretaris mempunyai fungsi:

a. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas
kesekretariatan;

b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan dan
pembinaan ketatalaksanaan;

c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana
kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan
keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum
kegiatan;
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d. penyelenggaraan tata wusaha kepegawaian yang meliputi
pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan
pemberhentian pegawai di lingkungan Badan;

e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan
keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;

f. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas tugas bidang;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terbagi ke dalam 2 sub bagian, yaitu:

1) Sub Bagian Program dan Perencanaan;

Subbagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas :

menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis,
penyusunan program dan rencana kerja Badan;

- melaksanakan koordinasi layanan dukungan penyelenggaraan
kegiatan perencanaan pembangunan daerah di lingkungan
Badan;

- menyiapkan bahan penataan kelembagaan ketatalaksanaan dan
penyusunan regulasi program kegiatan di lingkungan Badan;

- melaksanakan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan
Badan; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan;

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai
kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;

- mengajukan Rencana Kerja Anggaran kepada Pengguna
Anggaran untuk ditetapkan menjadi Dokumen Penggunaan
Anggaran;

- melaksanakan pengelolaan dan pelaporan dokumen/

administrasi keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/
petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan; dan

ot
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- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

3) Kelompok JF.

. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang

pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan, pengendalian
dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi Perencanaan dan

Pendanaan, Data dan Informasi, serta Pengendalian, Evaluasi dan

Pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pembangunan
daerah;

b. pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan
Pembangunan daerah;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

d. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk
perencanaan pembangunan daerah;

f. pengintegrasian dan harmonisasi program program pembangunan
di daerah;

g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
perencanaan dan penganggaran di daerah;

h. pelaksanaan evaluasi perencanaan terhadap pembangunan
kebijakan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
serta hasil rencana pembangunan daerah;

i. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan;

j- pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

7
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k. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan
daerah;

l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan
pembangunan daerah;

m. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan
program dan kegiatan pembangunan daerah;

n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

o. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka
penyusunan perencanaan kedepan;

p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan
perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian
Pembangunan Daerah; dan dan Evaluasi

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas

melaksanakan urusan perencanaan pembangunan pada Bidang

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dalam menyelenggarakan

tugas pokok, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan fungsi koordinasi asistensi dan monitoring serta
sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Pemerintahan
Pembangunan Manusia; dan

b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas

melaksanakan urusan perencanaan pembangunan  Bidang

Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Dalam menyelenggarakan tugas

pokok, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai

fungsi:

&
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a. penyelenggaraan fungsi koordinasi, asistensi dan monitoring serta
sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Perekonomian dan
Sumber Daya Alam; dan

b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas

melaksanakan urusan perencanaan pembangunan pada Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok,

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan fungsi koordinasi, asistensi dan monitoring serta
sinergitas dan harmonisasi perencanaan Bidang Kewilayahan; dan

b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)
2.2.1.1. Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawair BAPPEDA Kabupaten Sumenep sesuai dengan
tingkat pendidikan, jabatan, pangkat/golongannya hingga akhir September
2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep

No Pendidikan Orang
1. Pegawai Negeri Sipil - 38 o
2. Pegawai Pemerintah dengan 1

Perjanjian Kerja

3. Tenaga Kontrak Kerja ' W 20
_ ——— . — o
Y
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Tabel 2.2
Jumlah Pegawai BAPPEDA Kabupaten Sumenep
Berdasarkan Kualikasi Pendidikan

1. |52 13 4 17 | = = - z .

2. | s1/Da 11 7 |18 - | 1 =T rFrl T
3. (b3 | - p = = = B =%, = 7
__4__'_ __S_mlsedemjat 2 S— - ._._.._.i — — ? 3 —— = -:_-— — - —_— 1;-— _- = :_.___ ..___ S
5. | SMP/Sederajat | - | - | - = | = |- = - -
6. |[SD B s - =1 = i'~T 28 = | 2 |
e ——— ———— . 1 j e sl e ———

Total 26 12 | 38 | - | 1 - | 16 4 20 |

2.2.2. Sarana Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap

operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat
telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di
BAPPEDA Kabupaten Sumenep sejauh ini dirasa telah cukup memadai

untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam

kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada BAPPEDA
Kabupaten Sumenep Tahun 2021

Bangunan Gedung |
Kantor | N (W
Kendaraan Dinas Roda 6 ? Baik |
'Empat R 2 Kurang Baik |
Kendaraan Dinas Roda 15 Baik ‘
| Dua = 10 Kurang Baik |
Alat Studio Dan 2 l Baik
Alatkomunikasi | —— _]
Perpustakaan . . Baikk |
Jaringan I S Baik |

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk

mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja
BAPPEDA Kabupaten Sumenep. Untuk menjaga kualitas dan performa

R
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sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan
pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna
menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan
kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari
kegiatan perencanaan pembangunan yang secara  sistematis
mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai
pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum
dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja
mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat
(benefit), dan dampak (impact).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat
Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan
yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Sumenep
merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan
evaluasi proses perencanaan yang dilakukan. Dengan indikator kinerja ini
akan memudahkan bagi perencana untuk menentukan sejauh mana target
dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun
waktu tertentu.

Adapun tingkat capaian kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten
Sumenep secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan
kegiatan selama kurun waktu lima tahun (2016-2020).

oA/
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Penjelasan:

Dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio capaian anggaran
keuangan dari semua program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dapat dikatakan cukup baik
atau efisien. Hal ini dikarenakan persentase capaian kinerja program
masih ada ditingkat rata-rata persentase penyerapan anggaran (<100%).
untuk rata-rata pada tahun 2016 mencapai 92,22%, rata-rata pada tahun
2017 mencapai 92,26%, rata-rata pada tahun 2018 mencapai 92,34 %,
rata-rata pada tahun 2019 mencapai 92,14%, rata-rata dan rata-rata pada
tahun 2020 mencapai 92,25%. Sedangkan rata-rata belanja daerah dari
tahun 2016-2020 mencapai 92,24% , semua program dan kegiatan yang
ada pada indikator kinerja terlaksana dengan capaian sesuai target, ada
beberapa faktor yang menyebabkan capaian anggaran kurang dari 100%,
diantaranya :

1. Efisiensi anggaran belanja langsung pada barang dan jasa;
2. Efisiensi belanja kontrak hasil negosiasi pembelanjaan;
3. Refocusing anggaran akibat adanya pandemi.

Ada beberapa Program kegiatan capaian kinerjanya dibawah 90 %
tetapi tidak mengganggu capaian kinerja perangkat daerah penjelasan,
sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Data/Informasi
Capaian rasio antara target dan realisasi pada tahun 2019 yang
mencapai 77,01% dikarenakan adanya serapan belanja khususnya
pada perjalanan dinas yang kecil. Anggaran belanja pada perjalanan
dinas sifatnya disediakan pada setiap sub kegiatan pada program ini
sehingga penggunaannya menyesuaikan dengan kebutuhan. Anggaran
yang tidak terserap menjadi SILPA dan masuk dalam KASDA.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian rasio antara target dan realisasi pada tahun 2019 yang
mencapai 80,27% dikarenakan adanya belanja honor pada sub
kegiatan tim verifikasi program dan kegiatan yang tidak direaliasasikan
karena dikwatirkan menjadi tumpang tindih dengan honor tim TAPD
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pada sub kegiatan Tim penyusun KUA PPAS. Hal ini dikarenakan

susunan keanggotaan tim verifikasi program dan kegiatan sama

dengan keanggotaan tim penyusun KUA PPAS. Disamping hal ini, juga

terdapat honor panitia musrenbang yang tidak dicairkan karena

adanya perubahan SK tim yang harus disesuaikan dengan perbup yang

baru. Anggaran yang tidak terserap menjadi SILPA dan masuk dalam

KASDA.

Program Perencanaan Sosial Budaya

Perjalanan dinas yang tidak terealisasi karena sifatnya penyediaan, jasa

konsultansi RIPPARKAB gagal lelang karena peserta lelangnya kurang

dari 3 CV. Perjalanan dinas dan mamin rapat yang tidak terealisasi

karena sifatnya penyediaan.

Progam perencanaan pembangunan wilayah kepulauan

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2019 adalah 83,95%

Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran.

Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah

Rasio antara realisasi dan anggaran tahun 2019 adalah 87,49% karena

adanya sisa anggaran dari pelaksanaan leleng.

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

» Terdapat sisa anggaran pada belanja perjalanan dinas luar daerah
sebesar Rp. 41.138.352,- yang dikarenakan minimnya surat
undangan dan waktunya yang mepet.

= Terdapat sisa anggaran pada belanja jasa penelitian sebesar Rp.
135.000.000,- yang awalnya direncanakan untuk kerja sama Kajian
Analisa Kebutuhan Barang yang dianggarkan melalui PAK ternyata
Pihak Ketiga tidak sanggup untuk melaksanakan karena waktunya
yang mepet.

» Terdapat sisa anggaran pada belanja Transportasi dan Akomodasi
sebesar Rp.10.275.000,- yang dikarenakan Narasumber yang
bersangkutan tidak bisa hadir dikarenakan ada jadwal yang

bersamaan.

ol ..
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» Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 16.738.650,- terdapat pada
seluruh kegiatan pada rekening belanja ATK, Cetak dan

penggandaan, Makanan dan Minuman (Rapat dan mamin Tamu).

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam menjalankan
tugas dan fungsinya di bidang perencanaan, pembangunan dan penelitian
tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang di hadapi baik
internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang
dalam rangka meningkatkan dan mengembangan pelayanan kedepan
terkait dengan penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang dinamis
akibat adanya perkembangan global diberbagai kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, hal ini tentu
berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep agar adanya sinergi dan
kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang
dilaksanakan.

Berdasarkan Hasil Analisis atas Renstra Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS Tahun 2020-2024, Renstra
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2019-2024, dan identifikasi internal, diidentifikasi peluang dan tantangan
pengembangan pelayanan SKPD sebagai berikut:

Tabel 2.7
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
dikaitkan dengan Renstra K/L
7. Sasaran Startegis: Terwujudnya kebijakan Masih rendahnya | Pemahaman Harmonis hubungan

Meningkatnya Kualitas | pembangunan nasional kinerja perencanaan | masyarakat yang | antar Perangkat Daerah
Perencaaan, Pengendalian | yang visioner pembangunan | beragam terhadap | dan juga para |
dan Evaluasi | mekanisme | pemangku kepentingan
Pembangunan Daerah | | perencanaan (stakeholders) |
Indikator Sasaran: | | pembangunan __; T———
e Persentase Target | | Dinamika kebijakan Penu'apan teknologi i

Tahunan Prioritas | | dan regulasi di r informasi digital (SIPD)

Pembangunan Daerah | tingkat pusat maupun | yang sangat membantu

yang tercapai | daerah dalam | dalam proses

T o W | penyusunan _ | perencanaan _|
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¢ Proporsi kegiatan usulan
masyarakat terhadapap
total RKPD
8. Sasaran Startegis:
Maningkatnya Keselarasan
Perencanaan Daerah
Indikator Sasaran:
Persentase keselarasan
RKPD terhadap RPJMD
(Program, Indikator, dan
Target Kinerja)

mjadi
lebih efektif dan efisien
serta akuntable

Tabel 2.8
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
dikaitkan dengan Renstra Provinsi Jatim

Meningkatnya Kuam.as evaluasi pembangunan | kinerja perencanaan masyarakat yang

Perencaaan, Pengendalian daerah yang pembangunan beragam terhadap dan juga para

dan Evaluasi berkualitas serta mekanisme pemangku kepentingan

Pembangunan Daerah tersedianya perencanaan (stakeholders)

s mm yang Dinamika kebijakan Pen teknol

» Persentase Targct )] erapan ogl
Tahunan Prioritas akurat dan tepat waktu dan regulasi di informasi digital (SIPD)
Pembangunan Daerah Mekanisme tingkat pusat maupun | yang sangat membantu
yang tercapai perencanaan yang dalam proses

o Proporsi kegiatan usulan | transparan, partisipatif penyusunan o
total RKPD Meningkatnya capaian perencanaan dan lebih efektif dan efisien

2. Sasaran Startegis: program pembangunan penganggaran masih | serta akuntable

Maningkatnya Keselarasan sebagian

Perencanaan Daerah menggunakan

Indikator Sasaran: pendekatan “money

Persentase keselarasan follow program™

RKPD terhadap RPJMD

(Program, Indikator, dan

Target Kinerja)
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur
pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumenep yang mempunya tugas
membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan serta Penelitian dan
Pengembangan daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kompleksitas permasalahan tidak hanya menyangkut variable
masalah yang luas, namun juga menyangkut optimalisasi integrasi dan
sinergitas lintas sector dan lintas pemangku kepentingan dalam
pengembangan perencanaan dan pengendalian kebijakan, strategi dan
program agar lebih menyentuh akar permasalahan yang mendasar baik
internal maupun eksternal yang di hadapi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan Kinerja
Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

1. | Kosistensi dan keselarasan | Masih rendahnya kinerja 1. Terbatasnya SDM |

' antar dokumen perencanaan |  perencana ‘
perencanaan masih belum | pembangunan 2. Kurang koordinasi

optimal ; ! antar perangkat

i i daerah i

i ' 3. Kurangnya §

' pemahaman :

| tentang penting |

- : . integrasi program
i ‘ | 4. Masih munculnya
! - , ego sektoral ,
' | 5. Dinamika kebijakan
‘ dan regulasi di
tingkat pusat
maupun daerah
dalam penyusunan
- ; kebijakan
| | | perencanaan dan
. penganggaran
masih sebagian ‘
menggunakan |
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No Masalah Pokok - Masalah _ Akar Masalah

[ pendekatan “money
_ follow program® |

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih
3.2.1. Visi
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin
dicapai pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan
pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai bentuk
ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan sesuai Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2022-

2026, adalah “SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep
dimaksud adalah :

1. Unggul dalam kualitas hidup khususnya pendidikan, kesehatan,
dan serapan tenaga kerja. Disisi lain, unggul dalam peningkatan
ekonomi masyarkat, terbaik dalam pelayanan publik, terdepan dalam
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan
unggul dalam penataan infrastruktur.

2. Mandiri bermakna optimalisasi potensi diri sehingga mampu
meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat. Demikin
juga, masyarakat dalam proses pembangunan tidak semata-mata
bergantung kepada pemerintah daerah, namun kemampuan
melibatkan swasta/stakeholders yang lain.

3. Sejahtera mempunyai arti semakin meningkatnya kesejahteraan
masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan
perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka
kemiskinan dan pengangguran, daya beli masyarakat semakin tinggi
serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam
memenuhi kebutuhan dasar.

3.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu
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menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-

upaya apa yang harus dilakukan. Dalam perumusan misi harus

memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan
dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan,
sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata.

Tetapi juga sebagai problem solving dan penanganan isu strategis di

Kabupaten Sumenep tahun 2022-2026. Maka ditetapkan misi yang

berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi sebagaimana Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep

Tahun 2022-2026, yang rumusannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing
Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi
Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan
Responsif Dalam Melayani Masyarakat.

4. Melaksanakan Pembangunan Berazas Gotong Royong Dan Berkearifn
Lokal.

5. Memperkuat Pembangunan Melaksanakan Pembangunan Berazas
Gotong Royong Dan Berkearifn Lokal Infrastuktur Berbasis
Lingkungnan Hidup Yang Berimbang Antara Daratan Dan Kepulauan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep
periode 2022-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
melaksanakan misi ke-3 yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat.
Adapun salah satu sasaran dari misi tersebut yang merupakan
tanggungjawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah
Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabiel Dan Transparan dengan Nilai
SAKIP.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3
RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 yang menguraikan mulai
dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran
(IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Logical Framework
yang disajikan gambar sebagai berikut:

i Amssnsem———
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Gambar : 2
Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran

Indikator
Kinerja
LHtama

Sasaran Meninghatnya Layonon Pot

Indikator

Kinerja
Daerah

3.2.3. Program Kepala Daerah
Dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan prioritas
daerah sebagai ultimate job dari pelaksanaan pembangunan daerah,
perlu terlebih dahulu merumuskan arah kebijakan program dan kegiatan
agar lebih terukur dan jelas kemanfaatannya dalam upaya mencapai
target pembangunan daerah, serta dapat meminimalisir terjadinya
permasalahan sehingga lebih focus dalam pencapaian target
pembangunan daerah.
Program priosritas Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :
1. Program  perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah ;
2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah.

l' AR SRSk S T
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Tabel 3.2

Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026
Visi “SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Misi Ke 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan

Responsif Dalam Melayani Masyarakat

Tujuan :

Meningkatkan AKuntabilitas @ Nilai Perencanaan Kinerja

perencanaan kinerja

pemerintah daerah

Sasaran Startegis: Indikator Sasaran : Program Masih rendahnya ¢ Tersedianya aplikasi | Kurang optimal

Meningkatkan Kualitas Indeks Perencanaan perencanaan, kinerja yang terintegragsi perencanaan yang

Perencanaan Pembangunan pengendalian dan perencanaan (SIPD) berorientasi pada

Daerah evaluasi pembangunan e Adanya mutivasi transformasi
pembangunan daerah kerja dengan pola | knowlage

kerja sistemik dan
terjadwal
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3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional (PPN) BAPPENAS, adalah melakukan penyusunan rencana

pembangunan sebagaimana tertuan dalam Peraturan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah

sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan nasional.

2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.

3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.

4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih,
akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan,
strategi dalam kerangka kelembagaan yang sesuai dengan tujuan

BAPPENAS serta selaras dengan Nawa Cita Presiden. Untuk mendukung

agenda pembangunan tersebut dalam lingkup pembangunan nasional

antara lain:

1. Pembangunan Berkelanjutan, yang menjaga keberlanjutan kehidupan
ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup,
serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata
kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari
satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Gender, yang merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif
gender di dalam pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan
kesetaraan gender dalam pembangunan, baik laki-laki maupun
perempuan.

3. Modal Sosial dan Budaya, yang dimaksudkan sebagai strategi
internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya sebagai
kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

I AR AR SRR e e £
Bab lll halaman - 34



4. Transformasi Digital, yang terus mengalami perkembangan,
khususnya teknologi digital yang mempengaruhi berbagai aspek
kehidupan, sehingga perlu penyelarasannya dengan pembangunan
nasional.

Sementara untuk rencana pembangunan daerah provinsi Jawa
Timur dalam mewujudkan pembangunan yang dapat mendukung
pembangunan daerah maupun nasional dengan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya capaian program pembangunan.

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya secara umum dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut

maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengoptimalan Sinkronisasi dan Sinergitas Program/Kegiatan
Perangkat Daerah antar tingkat pemerintahan.

2. Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan
penajaman sesuai bidang urusan.

3. Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Perencanaan.

4. Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
Daerah.

5. Pembinaan teknis pengendalian, evaluasi pembangunan daerah dan
informasi pembangunan daerah.

6. Memaksimalkan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
Menerapkan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi (e-Moneyv).
Menerapkan Sistem Informasi berbasis elektronik (e-data).

9. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan
anggaran serta pelaporan kinerja berdasarkan sasaran strategis.

10. Monitoring pencapaian sasaran strategis atas penggunaan anggaran

untuk program dan kegiatan.
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3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis
3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep
menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. RTRW merupakan
matra spasial dari RPJPD, dan disusun dengan memperhatikan aspek
daya dukung dan daya tamping lingkungan yang mencakup perencanaan
ruang daerat, laut, udara dan dalam bumi.

Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep
mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten
Sumenep, yang meliputi daratan seluas kurang lebih 2.093,458 km, yang
terbagi menjadi 27 wilayah Kecamatan, 330 Desa dan 4 Kelurahan, 1,563
Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan
jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78
pulau tidak berpenghuni sesuai dengan Berdasarkan Peraturan Bupati
Sumenep Nomor 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi
Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada gambar berikut:

l AMEE SR SR TR ST I
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PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

—

———

— T S - f— T e g

A — PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGS.
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Maksud adanya penelaahan Tata Ruang Wilayah pada RPJMD
daerah adalah agar tercipta keterpaduan pembangunan dengan konsep
Tata Ruang Wilayah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dengan rencana strategis Perangkat Daerah, atau rencana
strategis daerah yang dituangkan dengan Visi dan Misi kepala daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD sebagai satu kesatuan rencana
pembangunan daerah atau hal-hal yang memiliki hubungan keterkaitan
atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan
pembangunan daerah, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dengan RPJMD Daerah
dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dilakukan
dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan Perangkat
Daerah dengan RTRW rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pengambilan keputusan berupa kebijakan, rencana atau Program
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD sangat penting karena
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apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbang-
kan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan
maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negative dari suatu
kebijakan, rencana, atau program terhadap lingkungan hidup dapat
diminimalisir.

Adapun telaahan Kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD
dilakukan dengan menyandingkan hasil analisis capaian indikator
pembangunan berkelanjutan pada KLHS RPJMD yang menjadi tanggung
jawab BAPPEDA Kabupaten Sumenep.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berbagai isu strategis berpotensi menjadi masalah maupun
menjadi peluang di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga
dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola dengan baik,
dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan
yang signifikan.

Penentuan isu-isu strategis, terlebih dahulu melalui identifikasi
permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
sehingga permasalahan tersebut dapat dikontrol oleh Perangkat Daerah.
Hal ini karena keterbatasan kewenangannya, telaahan Visi, Misi dan
Program Kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian
PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur, dan telaahan
Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD.

Berdasarkan hasil analisis, maka diperoleh isu strategis pada tabel
sebagai berikut:

Tabel 3.6
Penentuan Isu-Isu Strategis
1. | Masih rendahnya kinerja 1. Keselarasan dan konsistensi
| perencanaan pembangunan _ perencanaan, penelitian dan

2. | Belum optimalnya kontribusi _1 pengembangan pembangunan :
| kajian/penelitian dalam ! daerah antar perangkat daerah, I
| mendukung perencanaan |  pemerintah daerah dan pemerintah

| pembangunan daerah | pusat.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan Implementasi atau penjabaran dari
pernyataan Misi dan merupakan “result” (hasil) yang ingin dicapai dalam
kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan atau gambaran
kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Misi Bupati Sumenep 2022-
2026 yang harus di dilaksanakan dan dijabarkan ke dalam tujuan dan
sasaran Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Sumenep
adalah Misi yang ke 3 “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat”,
dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik melalui Tata
Kelola Pemerintahan yang Akuntable, Tanggap dan Inovatif, dan
indicator yang menjadi alat ukur dalam pencapaiannya yaitu Indeks
Reformasi Birokrasi (IRB).

Untuk mewujudkan misi tersebut diatas, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep menetapkan tujuan sebagai
tolok ukur pencapaian target kinerja yang akan dicapai dalam S (lima)
tahun ke depan yaitu :

1. Mewujudkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah
dengan indikator Indeks Perencanaan Pembangunan;

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan
Indikator Nilai SAKIP-PD.

Adapun Cascading Urusan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan dan Cascading Urusan Penunjang BAPPEDA Kabupaten
Sumenep pada gambar sebagai berikut:
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4.1.2. Sasaran
Perumusan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumenep dengan mengacu pada tujuan apa yang akan dicapai

dalam lima (5) tahun kedepan diuraikan sesuai tugas pokok dan fungsi

yang diembannya dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengedalian dan evaluasi
pembangunan daerah, dengan indikator persentase target tahunan
Prioritas Pembangunan Daerah yang tercapai dan Proporsi kegiatan
usulan masyarakat terhadap total RKPD;

2. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah, dengan indicator
Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD.

Adapun Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 pada tabel

sebagai berikut:
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan selama 5 Tahun kedepan, sebagai
upaya mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-
2026. Stretegi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan
penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi
persoalan. Oleh karena itu, kebijakan yang merupakan ketentuan-
ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam
pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya
kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, dan sasaran

Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Kabupaten Sumenep.

S5.1. Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan

Pembangunan, Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026 maka

secara umum strategi yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan daerah
yang partisipatif dan akuntabel;

2. Optimalisasi Kinerja Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
pembangunan daerah;

3. Meningkatkan dukungan kinerja perangkat daerah melalui SDM,
Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja Perangkat Daerah.

5.2. Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Adapun arah kebijakan yang dilakukan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan fungsi

penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan adalah sebagai

berikut :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan seseuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
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2. Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dalam setiap

tahapan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan

kebijakan pembangunan daerah;

3. Peningkatan kualitas SDM, Sarana Prasarana, Keuangan, Tata kerja

Perangkat Daerah.

Adapun Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA

Kabupaten Sumenep pada tabel sebagai berikut:
Tabel 5.1 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

BAPPEDA Kabupaten Sumenep

VISI : SUMENEP UNGGUL, MANDIRI DAN SEJAHTERA
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
TRANSPARAN, INOVATIF DAN RESPONSIF DALAM MELAYANI

MASYARAKAT |

—

Meningkatkan AKuntabilitas Meningkatkan Peningkatan

perencanaan kinerja Kualitas Perencanaan  akuntabilitas dan

pemerintah daerah Pembangunan Daerah kinerja pemerintah
daerah melalui
kualitas perencanaan,
penelitian dan
per:ngemba.x?gan yang
terintegrasi

. Penyusunan

Dokumen
Perencanaan
seseuai dengan
Ketentuan
Peraturan

Perundang-
undangan yang
berlaku

. Peningkatan

Pengendalian dan
Evaluasi
Pembangunan
dalam setiap
tahapan
penyusunan
dokumen
perencanaan dan
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
daerah

Strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut akan
mengarahkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang perlu
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dalam S (lima) tahun kedepan, yang
selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten sumenep Tahun 2022-

2026, pada tabel sebagai berikut :

PN
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Tabel 5.2
Linearitas Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra — Perangkat Daerah

1 | Peningkatan integrasi 1. Penyusunan \' A" A" \" A"
pembangunan pusat Dokumen
dan daerah Perencanaan
seseuai
dengan
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan
yang berlaku
2. Peningkatan A% v v Vv A%
Pengendalian
dan Evaluasi
Pembangunan
dalam setiap
tahapan
penyusunan
dokumen
perencanaan
dan
pelaksanaan
kebijakan
pembangunan
daerah

BabV  halaman - 48




BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1. Program Dan Kegiatan

Strategi program untuk dapat mengimplementasikan dari Visi dan
Misi Bappeda Kabupaten Sumenep yang dioperasionalkan melalui strategi
dan kebijakan, maka dalam kurun waktu S (lima) tahun kedepan program
dan kegiatan yang direncanakan untuk dapat mewujudkan sasaran yang
telah ditargetkan dalam kerangka konseptual melalui penjabaran RPJMD
Tahun 2022-2026 serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang
berlaku, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi (1)
Program lintas OPD yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan
dukungan operasional kantor beserta SDM dan sasaran serta prasarana
Bappeda dan (2) Program OPD yang diarahkan untuk mengoperasionalkan
target-target khusus perencanaan.

6.2. Program SKPD BAPPEDA Kabupaten Sumenep

Program SKPD Bappeda Kabupaten Sumenep yang akan

direncanakan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah;

3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas, BAPPEDA Kabupaten Sumenep akan menyusun laporan
kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran
kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator Kinerja
dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau tujuan yang
telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan,
tahap pelaksanaan atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi.
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2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang
dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan.
Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat
dilakukan terhadap kegiatan, program dan kebijakan. Terkait dengan
program dan kegiatan ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai,
yaitu :

1. Indikator masukan (input) adalah suatu yang dibutuhkan agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran,
baik berupa dana, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi
dan informasi.

2. Indikator keluaran (output) adalah suatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik maupun non fisik.

Indikator hasil (outcome) adalah suatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Kegiatan-kegiatan dari
program di atas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

o7 .
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Pengendalian Dan tercapai sesuai target X 100%

Evaluasi Pembangunan Capaian IKU sesuai dengan target

Daerah

Program Koordinasi Dan Persentase keselarasan Jumlah Program, Indikator, Target

Sinkronisasi Perencanaan | RKPD, RPJMD, RPJPD kinerja yang di Renja

Pembangunan Daerah Serta Dokumen X 100%
Perencanaan dan Kajian | Jumlah Program, Indikator, Target
Lainnya kinerja yang di Renstra OPD
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja utama Perangkat Daerah merupakan indikator
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat
Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sehingga kondisi kinerja yang
diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA Kabupaten
Sumenep mempunyai fungsi dari perumusan kebijakan teknis
perencanaan, pembinaan pelaksanaan tugas perencanaan, hingga
penyelenggaraan pengendalian program pembangunan. Maka dalam
rangka mengurangi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, ditetapkan indikator kinerja utama BAPPEDA Kabupaten
Sumenep adalah Persentase Usulan Masyarakat yang terakomodir dalam
Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Persentase OPD dengan
Dokumen Perencanaan Baik, dan Persentase Hasil Penelitian/Kajian yang
Menjadi Bahan Kebijakan. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel
sebagai berikut:

Tabel 7.1
Matriks Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan
Indikator Daerah (IKD)

1. | Meningkatkan | Nilai 1. Menmgkatkan ' Indeks
Akuntabilitas | Perencanaan | Kualitas | Perencanaan
perencanaan | Kinerja | Perencanaan | !
kinerja ‘, Pembangunan |
pemerintah ! . Daerah |

| daerah e |

7"
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Tabel 7.2 (T-C 28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD

Meningkatkan | Indeks 80,10% | 80,15% | 80,25% | 89% | 80,50% | 80,75%
Kualitas Perencanaan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah _
Indeks Perencanaan terdapat dari 60% capaian sasaran pemkab + 20%

sasaran perangkat daerah + 20% capaian program perangkat daerah.
Indikator ini menghitung indikator kinerja daerah yang terdiri dari IKU dan
IKD, Indikator sasaran PD yang merupakan IKU PD dan Indikator program.
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BAB VIII
PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan
daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana
Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan
jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep disusun atas
perubahan SOTK Peraturan Bupati Sumenep Nomor 72 Tahun 2023
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumenep.
Perubahan Renstra BAPPEDA Kabupaten Sumenep Tahun 2022-2026
nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Renja SKPD dan
mengacu pada RKPD Kabupaten Sumenep.

Apabila dikemudian hari Perubahan Rencana Strategis ini terdapat
ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun
eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumenep, 10 Juni 2024
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